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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disusun beberapa 

butir kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Kondisi awal masalah penyalahgunaan NAPZA yang cenderung meningkat 

disebabkan rentannya masyarakat terhadap godaan untuk menyalahgunaan 

NAPZA dan kurangnya kapasitas berbagai organisasi masyarakat lokal 

didalam mencegah penyalahgunaan NAPZA. Umumnya organisasi 

masyarakat lokal tidak mampu melaksanakan fungsi sosialisasi, control sosial 

dan partisipasi sosial dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA. 

Kemampuan mereka terbatas pada kegiatan-kegiatan pencegahan yang 

bersifat insidental dengan keterbatasan jumlah sasaran, tidak terintegrasi dan 

tidak berkelanjutan.  

2. Model konseptual capacity building organisasi masyarakat lokal dalam 

mencegah penyalahgunaan NAPZA menawarkan rangkaian proses “pelatihan 

dan pengembangan SDM, penataan organisasi tim kerja dan pendampingan” 

untuk menjamin keberlanjutan program pencegahan penyalahgunaan NAPZA 

berbasis masyarakat. Model ini dirumuskan dari konsep pendidikan orang 

dewasa, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dengan 

memperhatikan konsep capacity building dari pengalaman Bank Dunia. 

Struktur program pembelajaran dengan perkuliahan, penugasan, diskusi dan 



 

333 

 

praktik merupakan pola utama model ini dan praktik lapangan didukung 

model supervisi yang mekanismenya merupakan model belajar pengalaman 

dengan mekanisme : pengungkapan pengalaman oleh tim kerja, pembahasan 

secara konseptual oleh fasilitator, diskusi terfokus, penegasan dan penugasan 

dari fasilitator dan aplikasi dalam praktik. Model ini divalidasi internal 

melalui uji ahli, uji pengguna dan uji lapangan secara terbatas, serta divalidasi 

secara eksternal melalui implementasi model di lokasi penelitian. 

3. Implementasi model capacity building organisasi masyarakat lokal dalam 

mencegah penyalahgunaan NAPZA dilakukan dengan pendekatan partisipatif 

mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi, melibatkan komponen 

pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan lokal, perguruan tinggi, dan 

tokoh organisasi masyarakat lokal. Impelementasi model dalam tahap 

persiapan mencakup pemilihan peserta pelatihan dan pengembangan SDM, 

penentuan fasilitator/narasumber, penentuan waktu dan tempat, dan fasilitas 

pendukung pembelajaran yang semuanya memenuhi kriteria yang ditentukan. 

Tahap pelaksanaan pembelajaran diisi dengan pembahasan materi 

(perkuliahan), penugasan, diskusi kelas dan dilanjutkan dengan praktik 

penataan organisasi tim kerja dan penyusunan rencana kegiatan pencegahan 

penyalahgunaan NAPZA secara partisipatif didukung fasilitasi dan konsultasi 

fasilitator/narasumber. Selanjutnya dilakukan praktik pencegahan 

penyalahgunaan NAPZA secara terbimbing melalui pendampingan 

(supervisi). 
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4. Efektivitas model capacity building organisasi masyarakat lokal dalam 

mencegah penyalahgunaan NAPZA dihasilkan melalui evaluasi terhadap 

ketercapaian output dan outcome. Model capacity building  tersebut efektif 

dilihat dari beberapa aspek dan indikator : 

a. Peningkatan pengetahuan peserta pelatihan dan pengembangan SDM 

dengan pencapaian keefektipan sebesar 86,76% didukung uji statistik 

untuk normalitas data dan komparatif hasil pretest dan posttest. 

b. Peningkatan sikap positip peserta terhadap pencegahan penyalahgunaan 

NAPZA dengan pencapaian keefektipan sebesar 70,88% didukung uji 

statistik untuk normalitas data an komparatif hasil pretest dan posttest. 

c. Terbentuknya tim kerja dengan nama Tim Pencegahan Penyalahgunaan 

NAPZA Berbasis Masyarakat (TPPNBM) Kelurahan Maleber, dengan 

kelengkapan organisasi mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, 

dasar hukum, pendanaan, prasarana dan sarana kerja, serta SDM terlatih. 

Struktur tim kerja dengan bidang-bidang sosialisasi, identifikasi dan 

asesmen, serta pembinaan yang disingkat SIAP memberikan ciri khas 

tersendiri sebagai sebuah organisasi masyarakat.  

d. Tersusunnya rencana kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang 

mencakup kegiatan sosialisasi, identifikasi dan asesmen, pembinaan, serta 

kegiatan pendukung berupa konsolidasi organisasi.  

e. Berjalannya kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA oleh 

TPPNBM secara berkelanjutan yang menghasilkan pengurangan tingkat 

kerawanan sosial, meningkatnya kemampuan identifikasi dan asesmen 
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serta pembinaan terhadap mantan penyalahguna NAPZA sehingga tidak 

relapse.  

 
B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti merekomendasikan 

beberapa hal kepada pihak-pihak terkait berikut ini : 

1. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dengan dasar bahwa pembelajaran orang dewasa nonformal dalam 

konteks model capacity building tidak hanya terjadi pada awal 

pengorganisasian masyarakat melainkan juga berlanjut pada tahap 

pengembangan masyarakat, maka penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan 

penelitian dan pengembangan model tentang aspek pembelajaran dalam 

pencegahan penyalahgunaan NAPZA berbasis masyarakat. Pengembamgan 

model ini diharapkan dapat mencakup pula model pendampingan 

pendidikannya khususnya dalam penerapan konsep monitoring dan supervisi 

yang mencakup fungsi pendidikan, administrasi dan pertolongan. 

 
2. Bagi pendidikan luar sekolah 

Materi yang diberikan dan dibahas didalam implementasi model 

capacity building diharapkan dapat menambah khasanah materi-materi 

pengembangan yang dilakukan pada program-program pendidikan luar 

sekolah di masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan NAPZA. 
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3. Bagi pembuat kebijakan 

Dengan banyaknya temuan positip dalam pengembangan model ini, 

diharapkan pembuat kebijakan khususnya Kementerian Sosial dapat 

merumuskan pedoman implementasi model ini dan mensosialisasikannya di 

seluruh Indonesia dengan disertai himbauan Menteri Sosial agar setiap 

Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakannya melalui dana dekonsentrasi 

dan dana APBD. Jika kebijakan ini dirumuskan dan ditindaklanjuti 

implementasinya pada setiap kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, maka 

diyakini bahwa beberapa tahun kedepan masalah penyalahgunaan NAPZA 

tidak lagi menjadi masalah krusial di Indonesia, karena masyarakat akan 

memiliki ketahanan dengan pengembangan program yang beragam untuk 

setiap Daerah sesuai potensi yang dimiliki masing-masing Daerah. 

Agar kebijakan ini lebih efektif dan lebih cepat terealisasi di Seluruh 

Indonesia, maka Menteri Sosial harus menginisiasi kerjasama dengan 

beberapa Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 

memiliki fungsi penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA antara lain 

Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, POLRI, 

Departemen Dalam Negeri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerjasama 

dapat berupa Keputusan Bersama untuk mensukseskan implementasi model 

di Daerah, dimana masing-masing pihak bisa berkontribusi sesuai porsi 

masing-masing. Keputusan bersama tersebut selanjutnya dijadikan payung 

hukum bagi setiap Daerah untuk menindaklanjutinya. 
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4. Bagi pengguna model 

Bagi pengguna model baik dari pihak pemerintah maupun pihak 

swasta, perlu mengalokasikan waktu yang lebih lama didalam pelatihan dan 

penataan organisasi sehingga bisa menghasilkan output berupa peningkatan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta keorganisasian dan program tim 

kerja yang lebih lengkap dan lebih baik. Jika output lebih baik, maka 

outcomes diharapakan akan mengalami peningkatan. 

Pengguna model juga perlu menyediakan waktu lebih lama didalam 

pendampingan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pendewasaan tim 

kerja sesuai yang diharapkan sedikitnya selama 18 bulan yang terbagi 

menjadi 3 periode per 6 bulanan. Setiap akhir periode dilakukan evaluasi dan 

refleksi yang ditindaklanjuti dengan tindakan pendampingan yang difokuskan 

pada peningkatan kompetensi dan penyelesaian masalah yang ditemui melalui 

evaluasi dan refleksi. Untuk mendukung hal tersebut, pengguna model perlu 

menambah materi pelatihan dan pengembangan sehingga semuanya 

mencakup komponen berikut ini :  

• Kebijakan dan program pencegahan penyalahgunaan NAPZA 
• Masalah penyalahgunaan NAPZA 

• Pencegahan penyalahgunaan NAPZA 
• Penataan organisasi lokal 
• Penyusunan rencana kegiatan 

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
• Dampak penyalahgunaan NAPZA 

• HIV/AIDS dan VCT. 
• Penyalahgunaan NAPZA ditinjau dari aspek hukum. 
• Teknik wawancara 

• Teknik penyuluhan sosial 
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• Dukungan keluarga dalam rehabilitasi sosial. 
• Teknik konseling. 

• Pencegahan relapse. 
• Prosedur diskusi kelompok 

• Prosedur pertemuan kelompok sebaya 

Ketika model ini diimplementasikan dalam beberapa kelurahan/desa 

dalam satu kecamatan, maka pada tingkat kecamatan tersebut perlu dibentuk 

forum tim kerja kecamatan yang berfungsi untuk pemberdayaan masing-

masing tim kerja dan pengembangan program serta penyusunan rekomendasi 

kebijakan untuk pemerintah daerah dalam hal penanganan masalah 

penyalahgunaan NAPZA. 


